PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Menimbang

Mengingat

. a

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan
Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia secara efektif
dan efisien dengan mengedepankan prinsip persaingan sehat, transparan
dan adil bagi semua pihak, serta dapat dipertanggungjawabkan baik dari
segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas
Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, Departemen
Pertahanan telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor :
PER/06/M/V11/2006, tanggal 6 Juli 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dephan dan TNI, sebagai tindak
lanjut pemberlakuan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (4) huruf c,
Pasal 44 ayat (2) huruf b, Pasal 113 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 perlu adanya Peraturan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan
Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di  Lingkungan
Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 64 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3956);

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4212);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ) PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL
INDONESIA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan :

1

Alat Utama Sistem Senjata yang selanjutnya disingkat Alutsista adalah setiap jenis materiil
yang merupakan alat utama sistem senjata beserta perlengkapannya yang dipergunakan
untuk melengkapi kebutuhan pokok komponen utama pertahanan negara.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP dalam hal ini
inspektorat pada unit organisasi Kemhan dan TNI adalah aparat yang melakukan
pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain
terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Barang/Jasa adalah semua Barang/Jasa yang digunakan oleh Kemhan dan TNI, atau semua
Barang/Jasa yang belum digunakan secara langsung namun dalam keadaan darurat, dengan
atau tanpa modifikasi dapat digunakan oleh Kemhan dan TNI untuk mendukung
kepentingan pertahanan negara.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak
bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh
Pengguna Barang.

Barang TNI/Militer adalah semua barang yang diperlukan dan digunakan oleh TNI/Militer
atau untuk mendukung kepentingan pertahanan negara.

Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang
memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh pihak-pihak dalam proses
Pengadaan Barang/Jasa.

E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara
terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem
pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu
yang telah ditentukan.

E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.
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Hibah Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau
devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk Barang/Jasa yang diperoleh dari
pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali.

Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, gagasan orisinal,
keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan
pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu
diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).

Jasa Konsultansi TNI/Militer adalah semua jasa konsultansi yang diperlukan dan
digunakan oleh TNI/Militer untuk kepentingan pertahanan negara.

Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan
keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia
usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa
selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruks dan pengadaan Barang.

Jasa TNI/Militer lainnya adalah semua jasa selain jasa konsultansi, jasa konstruksi
TNI/Militer dan pengadaan barang TNI/Militer yang diperlukan dan digunakan oleh
TNI/Militer atau untuk kepentingan pertahanan negara.

Kementerian/Lembaga/Satuan  Kerja Perangkat Daerah/Institusi  lainnya, yang
menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian Pertahanan
yang mempunyai tugas urusan pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden
dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut dengan KPA, adalah Pejabat yang
ditetapkan oleh PA untuk menggunakan anggaran pertahanan, ditingkat Mabes TNI dan
Angkatan KPA dibagi 2 (dua) organisasi yaitu KPA UO dan KPA Kotama.

Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disebut KAK adalah uraian berupa gambaran
secara garis besar tentang hal-hal yang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan yang
akan dilaksanakan, latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi sumber dana, dan lain
sebagainya serta didukung oleh data-data penunjang untuk melaksanakan suatu pekerjaan.
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian
tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.

Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan Barang/benda
tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanyatidak dapat ditetapkan
berdasarkan Harga Satuan.

Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat
daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia
Barang/Jasa Pemerintah.

Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Penyedia Barang/Jasa dalam negeri maupun
dengan luar negeri yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung
jawab yang jelas, berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian
tertulis.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP
adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106
Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja
K/L/D/1 yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
secara elektronik.
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Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan
Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa di lingkungan Kementerian
Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang prosesnya dimulai dari perencanaan
kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan
konstruks bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

Pekerjaan konstruksi TNI/Militer adalah semua pekerjaan konstruksi yang diperlukan dan
digunakan oleh TNI/Militer atau untuk pertahanan negara.

Pembangunan kekuatan pertahanan yang selanjutnya disebut Bangkuathan adalah
rangkaian upaya guna mewujudkan dan/atau meningkatkan unsur-unsur kekuatan
pertahanan negara.

Penggunaan kekuatan pertahanan yang selanjutnya disebut Gunkuathan adalah rangkaian
upaya pengerahan dan pemanfaatan unsur-unsur kekuatan pertahanan negara.

Pembinaan kekuatan pertahanan yang selanjutnya disebut Binkuathan adalah rangkaian
upaya untuk membina unsur-unsur kekuatan pertahanan negara.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut dengan PA adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran pertahanan dalam hal ini Menteri Pertahanan.

Pemakai Barang/Jasa (User) adalah instansi di lingkungan Kemhan dan TNI yang
menerima Barang/Jasa sebagai hasil pengadaan guna memenuhi kebutuhan organisasi
dalam rangka melak sanakan tugasnya.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut dengan PPK, adalah pejabat yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pejabat Pengadaan adalah personel yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk
melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh
PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha dan/atau orang perseorangan yang menyediakan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan untuk menetapkan Penyedia Barang/Jasa
yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa adalah pekerjaan yang dilaksanakan
oleh badan usaha atau orang perseorangan yang memenuhi syarat tertentu.

Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.

Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk
Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini
terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.

Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk
pekerjaan yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).
Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk
pekerjaan yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).
Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara
menunjuk langsung kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.

Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia
Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.

Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak
melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa.
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Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai
risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang
bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan yang diperoleh Pemerintah dari pemberi
pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat
berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sebagaimana
diatur dalam ketentuan mengenai Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Luar
Negeri Pemerintah.

Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang di
laksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Portal Pengadaan Nasional adalah “pintu gerbang’ sistem informasi elektronik yang terkait
dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara nasional yang dikelola oleh
LKPP.

Pagu anggaran adalah angka yang tercantum dalam otorisasi anggaran dan merupakan
batas tertinggi yang diperkenankan untuk digunakan dalam Pengadaan Barang/Jasa, dan
dicantumkan pada pengumuman pengadaan.

Sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa pemerintah adalah tanda bukti pengakuan dari
pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa.
Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan
dan/atau diawasi sendiri oleh Kemhan dan TNI sebagai penanggung jawab anggaran.
Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk semua pekerjaan
yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat.

Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Jasa
Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).
Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan
orisinal, kreatifitas dan inovas tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan
berdasarkan harga satuan.

Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat
mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang di keluarkan oleh Bank
Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia
Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia
Barang/Jasa.

TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.

Unit Organisasi (UO) adalah salah satu tingkatan dalam organisasi pengelola program dan
anggaran dalam lingkungan fungsi pertahanan yang membawahi beberapa Satuan Kerja
(Satker) dan/atau Komando Utama (Kotama).

Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah
yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kemhan dan TNI
yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha yang
memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh
orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun
tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
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